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MOTTO  

“Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 

sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu 

kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun 

gunung-gunung goncang di dalam laut” 

Mazmur 46:1-2 (TB) 
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ABSTRAK 

Cagar budaya merupakan bagian dari peninggalan budaya dan sejarah manusia 

yang sejatinya dilindungi oleh UUD NRI 1945. Namun dalam perjalanannya, 

perlindungan hukum cagar budaya masih jauh dari mumpuni, utamanya cagar 

budaya bawah air berbentuk kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan 

Kapal yang Tenggelam (BMKT). Kekosongan hukum berupa undang-undang 

yang spesifik mengatur mengenai BMKT, tabrakan norma antar peraturan 

perundang-undangan terkait menjadi tantangan perlindungan BMKT. Paradigma 

pengelolaan BMKT yang masih melihat BMKT dengan nilai ekonomi walaupun 

merupakan cagar budaya dan barang milik negara (BMN) membuat perlindungan 

BMKT selalu identik dengan kepentingan ekonomi dan bukan kepentingan ilmu 

pengetahuan. Pembagian wewenang yang tidak merata kepada pemerintah daerah 

dan hanya terfokus pada pemerintah pusat membuat perlindungan BMKT di 

daerah menjadi minim dan rawan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan 

BMKT tersebut. 

Kata Kunci: Cagar Budaya Bawah Air, BMKT, Wewenang, Peraturan 

Perundang-Undangan 
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ABSTRACT 

Cultural heritage is part of human cultural and historical heritage which is 
actually protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
However, in its journey, the legal protection of cultural heritage is still far from 
adequate, especially underwater cultural heritage in the form of sunken ships and 
Sunken Treasure (BMKT). The legal vacuum in the form of specific laws 
governing BMKT, the clash of norms between related  laws and regulations is a 
challenge for BMKT protection. The BMKT management paradigm that still sees 
BMKT as having economic value even though it is a cultural heritage and  state 
own asset(s) (BMN) makes BMKT protection always synonymous with economic 
interests and not scientific interests. The distribution of authority that is not 
evenly distributed to regional governments and only focuses on the central 
government makes BMKT protection in the regions very limited and prone to 
illegal acts related to the BMKT. 
 
Keyword: Underwater Cultural Heritage, Sunken Treasure (BMKT), Authority, 
Regulation 
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